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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NCMOR 43

—

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimmbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu
disusun pokok-pokok Pengelolaan Keuangan |

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran
i1, perfu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;



2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

.U.)

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana  diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan
Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme (Lembaran Negera
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 36) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemenintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tetang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor - 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4021) ;



10.

I 3

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Dalam Pelaksanaan Dekonsenterasi dan  Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4029) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;



16.

17

18.

19

20.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3930) ;

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi
Pemernintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara 3931) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 16) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Kecamatan, Kelurahan Dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18) ;

Peraturan Daerah  Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukkan, Susunan
Organisasi dan Tata Keja Dinas-dinas Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah
Tahun 2000Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 19);

. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 20).



